
 
 

 

 

 

 

 

 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
  

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG 

 
NOMOR  1  TAHUN 2024 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS  PERATURAN  WALIKOTA PANGKALPINANG  

NOMOR 65 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PANGKALPINANG, 
 

Menimbang  :  a.  bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur 

dalam Huruf D Pergeseran Anggaran dan Huruf E 

Penggunaan Silpa Tahun Sebelumnya; 

  b. bahwa Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan 

dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia 

dalam tahun anggaran berjalan serta Kebijakan 

Pemerintah/Pemerintah Daerah yang harus segera 

dilaksanakan sesuai amanat peraturan perundang-

undangan serta Pengeluaran Daerah lainnya yang 

apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih 

besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat; 

  c. bahwa untuk memanfaatkan Penggunaan Sisa Kas 

Badan Layanan Umum Daerah per 31 Desember 2023 

sebesar Rp5.382.251.244,96 (lima miliar tiga ratus  

delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu  

dua ratus empat puluh empat rupiah koma sembilan 

puluh enam sen), perlu dianggarkan dengan mekanisme 

mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran  2024; 



  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 

menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan 

Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 65 

Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang  Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 

56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomo 

57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk 

Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera 

Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4033); 

 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia  Nomor 4286); 

 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun  2004 Nomor 5, Tambahan  Lembaran  

Negara  Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

 



 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan  Pembangunan  Nasional (Lembaran  Negara  

Republik  Indonesia  Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4210); 

 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

 8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

140, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia 

Nomor 6896); 

 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun  2012  

tentang  Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 



 12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2009 tentang   

Bantuan   Keuangan   Partai   Politik (Lembaran  Negara  

Republik  Indonesia  Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2018 tentang   

Perubahan Kedua Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  

Tahun  2009 tentang   Bantuan   Keuangan   Partai   

Politik (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 

2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6177); 

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara  

Republik  Indonesia  Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara   Republik 

Indonesia Nomor 6041); 

 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota   

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia  Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara   Republik Indonesia Nomor 6322); 

 17. Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri  Nomor 52 

Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 754); 



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1067);  

 19. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  36 Tahun 

2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan 

Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 

Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 

Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 

Pengganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, 

dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 

Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1777);  

 20. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  79 Tahun 

2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

 21. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781);  

 23. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  9 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara   Republik   

Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

 

 



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);  

 25. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota 

Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota 

Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang 

Tahun 2024 Nomor 46); 

26. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 

2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota 

Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 44); 

  

 MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :   PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 65 TAHUN 2023 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pangkalpinang 

Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita 

Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 200) diubah 

sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai          

berikut: 

Pasal 2 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah                        

Tahun Anggaran 2024 semula Rp1.065.343.995.849,00 

bertambah Rp14.563.851.245,00 sehingga menjadi 

Rp1.079.907.847.094,00 dengan rincian sebagai berikut:     



  1 .  P endapatan daerah 

  a. Semula   Rp 953.616.620.765,00 

  b. Bertambah Rp 9.181.600.000,00 

  Jumlah pendapatan daerah Setelah  

  Perubahan                        Rp 962.798.220.765,00 

2. Belanja daerah 

a. Semula                             Rp1.065.343.995.849,00 

b. Bertambah Rp.    14.563.851.245,00 

 Jumlah belanja daerah  setelah  

 perubahan  Rp 1.079.907.847.094,00 

 Total Surplus/defisit (Rp   117.109.626.329,00) 

 3.  Pembiayaan daerah 

  a. Penerimaan pembiayaan 

          Semula    Rp    111.727.375.084,00 

          Bertambah Rp       5.382.251.245,00  

          Jumlah penerimaan Pembiayaan  

     setelah perubahan     Rp 117.109.626.329,00 

 b. Pengeluaran pembiayaan 

         Semula     Rp                                  0 

          Bertambah  Rp                                  0 

         Jumlah pengeluaran Pembiayaan  

         setelah perubahan     Rp 0 

         Jumlah pembiayaan neto  

      setelah perubahan             Rp 0    

     Sisa lebih pembiayaan anggaran 

     setelah perubahan          Rp 0 

 

2.  Lampiran I, II dan III diubah sehingga menjadi 

sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III 

Peraturan Walikota. 

   

 

 

 

 

 

 



 

Pasal II 

 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang. 

  

  Ditetapkan di Pangkalpinang 
  pada tanggal  4 Maret 2024 
 

 Pj. WALIKOTA PANGKALPINANG, 

 

dto 

 

     LUSJE ANNEKE TABALUJAN  

Diundangkan di Pangkalpinang 

pada tanggal   4 Maret 2024 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KOTA PANGKALPINANG,  

         

     dto                                                                                      

 

MIE GO 

 

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024 NOMOR 207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


